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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PENANAMAN MODAL 

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Buton perlu penyelenggaraan penanaman modal 

yang mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan 

lapangan kerja, dan memberdayakan sumber daya lokal. 

Untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi 

investasi Kabupaten Buton perlu diciptakan iklim 

penanaman modal yang kondusif sehingga dapat mendorong 

terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang tangguh, 

sehingga untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian 

hukum kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

penanaman modal perlu mengatur tentang penanaman 

modal; 

  -  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 

1945; UU No. 29 THN 1959; UU No. 25 THN 2007, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU 

No. 6 THN 2023; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 6 THN 2023; 

  -  Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Kebijakan 

Penanaman Modal meliputi: Perencanaan Penanaman Modal 

dan Pengembangan Penanaman Modal. Promosi Penanaman 

Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian 

Pelakasanaan Penanaman Modal, Pengelolaan Data dan 

Sistem Informasi Penanaman Modal, Pengembangan 

Penanaman Modal, Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal, Ketenaga Kerjaan, Hak, Kewajiban dan Tanggung 

Jawab Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Peran 

Serta Masyarakat, dan Pendanaan; 

 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 1 November 2023 dan ditetapkan 1 November 

2023. 

  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman 

Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 

Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku 

  -  Penjelasan: 7 hlm. 


